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THE COMPETENCE OF THE LOCAL GOVERNMENT
IN DETERMINING CRITERION AND MANAGEMENT OF
INCOME SOURCE ORIGINATED FROM ITS OWN REGION

(Case Study Concerning Claim of Assembly at Regional Level and Regency
Government of Kudus To Center Government
Upon Collection of Cigarette Tax At Cigarette Enterprises at Kndus Regency)

By:

Amalia Diamantina’
F.C. Susila Adiyanta
N abitatus Sa’adah

SUMMARY

The implementation of the Law No. 22 of the Year 1999 about Regional
Government dand the Law No. 25 of the year 1999 about Financial Balance
between Center Government and Regional Government executed by the regency
governments in Indonesia there had emerged some interpretations and problems
having the characteristics of sectors. Claim of Chairman of Assembly at Regional
Level, Kudus Regency, was one of examples indicating the interesting competence
conflict associated with competence, dissatisfaction, and difference of opinions
between Regency Government of Kudus and Center Government concerning
criterion and management stipulation of income- source originated from its own
regibn (PAD). Based on the set of problems mentioned above there were some
problem formulations, i.e., relative to what criterion and competence in managing
regional income sources and also what factors becoming constraints in regional
autonomy implementation. The purpose and aim of this study was to know the
stipulation of criterion and competence of regency govermment concerning
management of income sources originated from its own region, and fuctors
becoming constraints in regional autonomy implementation as well.
Theoretically, it intended to increase the knowledge insight and literatures
concerning the implementation of criterion and competence stipulation of the
regency government in managing income sources originated from its own region

(PAD) and practically it was expected to be able functioning as inputs for



Regency Government of Kudus in particular, and for regional governments in
general concerning criterion and competence stipulation of the regency
government in managing income sources originated from its own region (PAD).
The study specification was analytical descriptive, using method of normative
SJormalfjuridical approach and legal approach inconcrefo.

The study analysis result conducted by the writer indicating that criterion
of income sou!rces originated from its own region (PAD) as regency government's
right based on the Article 79 of the Law No. 22 of the year 1999 concerning
Regional Government and the Article 3 of the Law No. 25 of the year 1999
concerning Financial Balance between Center Government and Regional
Government. Specifically for regional tax and retribution based on the Article 2
subsection (3) and the Article 18 subsections (1) and (3) of the Law No. 34 of the
year 2000 concerning the Change upon the Law of the Republic of Indonesia No.
18 of the year 1997 concerning Regional Tax and Regionaf Retribution. The
implementations of the three laws previously mentioned by Regency Government
of Kudus among others were regional regulations concerning regional tax and
regional retribution. Regency Government of Kudus decided 10 types of regional
taxes and 26 (ypes of regional retributions, The competence of regency
government increasingly getting confirmation after obtaining verification based
on the letter of Ministerial Decree for Internal Affairs No. 130-67 of the year
2002. While factors influencing regional autoﬁomy implementation at Kudus
Regency among others were: factor of human actor, regional financial sources,
equipment, management and government organizations.

Based on the conclusion of the study result the writer recommends to the
Regency Government of Kudus to make policies sustaining the economical growth
and the more conducive business climate, inventorying fuctors hindering as well
as supporting regional autonomy implementation and accomplishing
comprehensive analysis to enhance income sources originated from its own

region (PAD) stemmed from reg:’onaf taxes and retributions.
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RINGKASAN

Pelaksanaan Undang-undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah dan
Undang-undang No. 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah
Pusat dan Pemerintah Daerah oleh pemerintah kabupaten-kabupaten di Indonesia telah
memunculkan beberapa intepretasi dan permasalahan yang bersifat sektoral. Tuntutan
Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kudus merupakan salah satu contoh
konflik kewenangan yang menarik berkaitan dengén kewenangan, ketidak-puasan, dan
perbedaan pendapat antara Pemerintah Kabupaten Kudus dengan Pemerintah Pusat
mengenai penetapan k:riteria dan pengelolaan sumber penefimaan asli daerah (PAD).
Berdasarkan latar belakang permasalahan tersebut terdapat beberapa rumusan
permasalahan, yaitu : mengenai bagaimana kriteria dan kewenangan dalam pengelolaan
sumber-sumber penerimaan daerah serta faktor-faktor apa yang menjadi kendala datam
implementasi otonomi daerah. Maksud dan tujuan dari penelitan ini adalah untuk
mengetahui tentang penetapan kriteria dan kewenangan pemerintah kabupaten tentang
pengelolaan sumber-sumber penerimaan asli daerah, serta faktor-faktor yang menjadi
kendala dalam implementasi otonomi daerah. Secara teoretis bertujuan untuk menambah
wawasan pengetahuan dan literatur tentang implementasi penetapan kriteria dan
kewenangan pemerintah kabupaten dalam mengelola sumber-sumber penerimaan asli

daerah (PAD) dan secara praktis diharapkan dapat menjadi’ masukan bagi pemerintah

i



Kabupaten Kudus pada khususnya dan pemerintah daerah pada umumnya tentang
penetapan kriteria dan kewenangan pemerintah kabupaten dalam mengelola sumber-
sumber penerimaan asli. daerah (PAD). Spesifikasi penelitian bersifat deskriptif analitis,
dengan metode pendekatan yuridis normatif dan pendekatan hukum inconcreto.

Hasil analisis penelitian yang dilakukan oleh penulis menunjukkan bahwa kriteria -
sumber-sumber pen;erimaan asli daerah (PAD) yang menjadi hak pemerintah kabupaten
berdasarkan pada ‘f’asal 79 Undang-undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah
Daerah dan Pasal 3'! Undang-undang No. 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan
Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Khusus .untuk pajak dan retribusi
daerah berdasarkan Pasal 2 ayat (3) dan Pasal 18 ayat (1) dan ayat (3) Undang-undang
No. 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Republik Indonesia No. 18
Tahun 1997 tentang Pajak daerah dan Retrib_ilsi Daerah. Implementasi dari ketiga
undang-undang tersebut oleh Pemerintah Kabupaten Kudus diantaranya dalam bentuk
peraturan daerah tentang pajak daerah dan retribusi daerah. Pemerintah Kabupaten Kudus
menetapkan pajak daerah sebanyak 10 jenis dé__n retribusi daerah sebanyak 26 jenis.
Kewenangan pemerintah kabupaten semakin mendapat penegasan setelah mendapat
verifikasi berdasarkan Surat Ketetapan Menteri Dalam Negeri No. 130-67 Tahun 2002.
Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi otonomi daerah di Kabupaten
Kudus diantaranya adalah : faktor manusia pf'_:laksananya,‘ sumber-sumber keuangan
daerah, peralatan, manajemen dan organisasi pemerintahén.

Berdasarkan kesimpulan hasil penelitian tersebut penulis merekomendasikan
kepada Pemerintah Kabupaten Kudus untuk membuat kebijakan yang mendukung
pertumbuhan ekonomi dan iklim usaha secara le_bih kondusif, menginventarisasi faktor-
faktor yang menghambat maupun mendukung implementasi otonomi daerah serta
melakukan analisis secara komprehensif untuk meningkatkan sumber-sumber penerimaan

asli daerah (PAD) yang berasal dan pajak dan retribusi daerah.
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BABI
PENDAHULUAN
1. Latar Belakang Penelitian

Sidang Tahunan MPR tahun 2000 secara khusus menghasilkan Ketetapan
(TAP) MPR no. IV;I.;MPR/ZOOO tentang Rekomendasi Kebijakan Dalam Penyelenggaraan
Otonomi Daerah. I;{ekomendasi TAP MPR No. IV/ MPR/ 2000 nomor 2 butir (b)
menyebutkan bahwa daerah yang sanggup melaksanakan otonomi secara penuh dapat
segera memulai pelaksanaannya terhitung tanggal | Januﬁri 2001 yang tercermin dalam
anggaran pendapatan dan belanja daerah. Rekomendasi MPR tersebut disambut baik oleh
masyarakat yang meyakini bahwa penyelenggaraan oton(;mi daerah akan mampu
menyejahterakan méﬁyarakat dan merupakan sarana untuk melaksanakan pembangunan
yang sesuai dengan kondisi dan kebutuhan daeréh, sehingga dapat segera mewujudkan
pemerataan ekonomi dan pembangunan daerah'. -

Belum satu tahun pelaksanaan Undang-undang No. 22 Tahun 1999 tentang
Pemerintahan Daerah dan Undang-undang No. 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemeriﬁtgh Daeréh, telah banyak menimbulkan
perdebatan dan kritikan. Berbagai permasalahanl' muncul berkaitan dengan pelaksanaan
otonomi daerah. Implementasi otonomi daerah beberapa ;iiantaranya memunculkan
berbagai intepretasi yang bersifat kedaerahan. Kapal-kapal ikan di Pekalongan di tangkap
nelayan Kepulauan Masalembo, Jawa Timur, karena dianggap melanggar wilayah
teritorial laut mereka®. Baru dua minggu otonomi daerah dilaksanakan, dua dinas otonom

di Hngkungan Pemerintah Daerah Lampung berebut mengenai kewenangan penarikan

' Harian Kompas Tanggal 2 September 2001
2 Harian Suara Merdeka Tanggal 26 Februari 2000
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retribusi, dinas pertambangan dan dinas pendapatan daerah saling berebut menarik
retribusi yang sama dari PT Semen Baturaja’,

Beberapa peristiwa yang berkaitan dengan masalah kewenangan pefnerimah
daerah masih bergulir, yang dapat dicatat diantaranya adalah pada tanggal 26 Juli 2001,
Gubernur Lampungf mencabut kewenangan PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo) 11 atas
seluruh urusan ke;;ifelabuhan di Lampung, selanjutnya seluruh uvrusan tersebuf menjadi
kewenangan Pemerintah Daerah (Pemda) Propinsi Lampung®. Walikota Cilegon pada
tanggal 21 Agustus 2001 menginstruksikan PT Pelindo menghentikan  kegiatan
pemungutan jasa kepelabuhan di wilayahnya, menyusul pengambilalihan jasa pcmanduan
kapal di pelabuhan Cigading, Cilegon, Propinsi Banten. Berdasarkan Instruksi No. 3
Tahun 2001 yang dif#ndatangani Walikota Cilegon, selanjutnya para pengguna pelabuhan
diminta membayar jasa labuh dan tunda ke Pemerintah Kota Cilegon®.

Kasus-kasus pengambilalihan kewenangan pemungutan jasa dan pengelolaan
sarana umum maupun pembagian hasil atas sumber penerimaan atau retribusi di daerah,
merupakan salah satu konflik kewenangan yang muncul, baik antara pemerintah pusat
dengan pemerintah daerah, pemerintah daerah dengan pemerintah daerah lainnya, antara
instansi/ dinas dalam satu pemerintah daerah dengan dinas/ instansi lainnya berkaitan
dengan pelaksanaan otonomi daerah. Pada sisi lain, penyelenggaraan otonomi di daerah
dengan titik berat otonomi pada daerah kabupaten, menuntut adanya kesiapan sumber
daya, sumber dana, responmsibilitas, akuntabililas, serta pranata sosial dari setiap
pemerintah kabupaten, schingga mampu untuk menerima hak, wewenang, dan tanggung

jawab yang lebih besar dari pemerintah pusat dan atau pemerintah propinsi.

? Harian Kompas Tanggal 13 Januari 200]
* Harian Kompas Tanggal 26 Juli 200t
% Harian Kompas Tanggal 21 Agustus 2001



Pemahaman akan tuntutan atas hak dalam mengelola rumah tangganya sendiri
sangat wajar, sebab sistem pemerintahan sentralistik yang selama ini terjadi, telah
menguras kekayaan dan sumber alam yang dimiliki daerah. Pemerintah pusat pada masa
Orde Baru sering bgtindak kurang adil dalam pembagian pendapatan dan kekayaan yang -
ada di daerah-daerae,:h. Hubungan keuangan pusat dan daerah dimanapun dipandang sangat
menentukan dalan';l kemandirian otonomi daerzh. Persoalan yang muncul kemudian
adalah minimnya sumber keuangan yang dimiliki daerah dibandingkan dengan yang
dimiliki oleh pemerintah pusat. Berdasarkan hai i_tu, maka inti hubungan keuangan pusat
dan daerah adalah berkaitan dengan perimbangan keuangan, sedangkan yang dimaksud
dengan perimbangan tidak lain adalah mempérbesar sumber pendapata asli daerah
sehingga lumbung keuangan daerah dapat berisf lebih banyak®, Kemampuan keuangan
yang dimiliki daerah tersebut diharapkan akan mampu melaksanakan pembangunan dan
meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah.

Tuntutan Ketua Dewan Perwakilan Raky;n Daerah (DPRD) Kabupaten Kudus,
yang mengancam akan mengerahkan rakyat untﬁk menduduki Kantor Bea dan Cukai di
Jalan Agil Kusumadya Kudus, merupakan salah satu contoh kasus yang menarik,
berkaitan dengan kewenangan, ketidakpuasan dan perbedaan pendapat antara Pemerintah
Kabupaten Kudus dengan Pemerintah Pusat dalam penerimaan sumber pendapatan asli
daerah yang berasal dari cukai rokok. Pemerintah Daerah dan DPRD Kabupaten Kudus,

secara resmi maupun tidak resmi telah meminta bagian cukai rokok, karena Kabupaten

¢ Bagir Manan, Hubungan Pusat Daerah Dalam Penyelenggaraan Otonomi Daerah, Seminar
“Otonomi Daerah dan Perimbangan Antara Pusat dan Daerah, Hata Ipternational Legal Concelours,
Jakarta, Tanggal 20 Juli 1999, him. 9



yang luasnya terkecil di Jawa Tengah ini tidak memiliki sumber daya alam (SDA) yang
memadai, sedangkan pendapatan asli daerah (PAD)-nya hanya sekitar Rp 15 miliar per
tahun’, Dengan diterapkannya otonomi daerah mﬁlai tahun 2001, Pemerintah Kabupaten
Kudus justru semakin menggantungkan sumber penerimaan anggaran pemerintah daerzh
dart Pemerintah Pu§at, dalam hal ini Dana Alokasi Umum (DAU) yang besarnya hanya
Rp 179 miliar untﬁk tahun 2001, sedangkan total Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah (APBD) Kabupaten Kudus tahun 2001 schesar Rp 199 miliar®, Padahal menurut
Bupati Kudus, cukai rokok dari perusahaan-perusahaan rokok di Kabupuaten Kudus yang
disetor ke Pemerintah Pusat sekitar Rp 9 miliar setiap harinya. Pada kenyataannya dari
jumnlah penduduk Kabupaten Kudus yang tercatat berjumlah 680.000 jiwa, 90.000 jiwa
diantaranya bekerja di perusahaan rokok. Jika satu pekerja menghidupi dua jiwa, maka
sekitar 270.000 jiwa atau hampir separoh penduduk Kabupaten Kudus menggantungkan
hidupnya dari sekfor industri rokok’.

Dilihat sepintas dari kondisi fisik, Kab.upaten Kudus yang terdiri atas 131
desa/kelurahan, lebih baik dibandingkan dengan Kabupaten—kébupaten sekitarnya, seperti
Demak, Jepara, Pati, Rembang, Blofa, dan Grobogan. Dalam skala lebih kecil, industri
rokok banyak memberikan sumbangan bagi daerah industri rokok tersebut, karena
industri rokok memiliki keterkaitan dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi lokal.
Secara nasional, APBN tahun 2001 menargetkan penerimaan negara dari cukai rokok

sebesar Rp 17, 1 triliun. Jika Pemerintah Kabupaten Kudus mendapat bagian secara

7 Harian Kompas Tanggal | Juni 2001
® Harian Kompas Tanggal 28 Juni 2001
® Loc.cit,



langsung, maka APBD Kabupaten Kudus tidak perlu lagi mendapat bantvan dari
Pemerintah Pusat'®,

Berdasarkan uraian sebagaimana telah disebutkan di atas, maka sebenarnya
dapat dilihat adanya tiga masalah mendasar dalam pelaksanaan otonomi daerah, yaitu ‘
masalah keterbelalj_(angan daerah Dbatasan kewenangan dalam pengelolaan sumber
penerimaan daerah,; jenis dan kriteria sumber penerimaan daerah, dan demokratisasi yang
sedang berproses dalam kehidupan magyarakat pada tingkat daerah. Pada sisi lain,
berbagai kasus yang muncul dalam pelaksanaan otonomi dz;erah menunjukkan adanya
kerancuan pemahaman mengenai konsep otonomi dacrah. Dibalik cksces negatit’ yang
muncul dalam penerapan otonomi dacrah, sebenarnya masyarakat juga telap menyinpan
rasa optimisme bahwa dalam jangka panjang pelaksanaan otonomi daerah akan member
pengaruh positif bagi kemajuan dan kesej ahteraan daerah.

Dalam pelaksanaan otonomi daerah, diperlukan adanya kepastian mengenai
kewenangan dan kriteria sumber penerimaan yang dapat dikelola oleh déerah dan
kepastian hukum mengenai hubungan kewenangan dan perimbangan keuangan antara
Pemerintéh Pusat dan Pemerintah Daerah, sehingga dengan berdasarkan pertimbangan
tersebut perlu dilakukan penelitian mengenai KEWENANGAN PEMERINTAH
KABUPATEN DALAM PENENTUAN KRITERIA DAN PENGELOLAAN
SUMBER PENERIMAAN ASLI DAERAH, yang secara khusus dilakukan studi kasus
mengenai tuntutan DPRD dan Pemerintah Kabupaten Kudus kepada Pemerintah Pusat

atas pemungutan cukai rokok pada perusahaan-perusahaan rokok di Kabupaten Kudus.
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2. Rumusan Permasalahan
Berdasarkan uraian yang telah disampaikan dalam latar belakang penelitian,
maka rumusan permasalahannya adalah sebagai bérikut :
2.1. Bagaimana kriteria sumber penerimaan asli daerah yang menjadi hak
Penl:érintah Kabupaten ?
2.2 Bagz;ximana kewenangan pemerinta.h kabupaten dalam pengelolaan sumber
penerimaan asli daerah setelah ber’lhkunya Undang-undang No. 22 Tahun
1999 dan Undang-undang No. 25 Tahun 1999 7
2.3, Faktor-faktor apa saja ysng menjadi kendala implementasi otonomi
daerah dalam melaksanakan kc:\fvcnangan pengelolaan dan penctapan
sumber- sumber penerimaan asli daerah setelah berlakunya Undang-

undang No, 22 Tahun 1999 ?





